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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat 2 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia RI Tahun 2010 - 2014. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang 
Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
tahun 2005-2025; ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah; ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4405); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga; ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4663); 

7. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014; 

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor. M.01.PR.07.10 tahun 
2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.01 
Tahun 2009 tentang  Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja  Departemen Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia; 
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